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LEi\1B.--\R.l\.i"i DAI~RAH EABUPATEN REMBANG 
~Orl'IOR 3 TAHTJN 2001 

PERATURA.N DAE'.1AH KABUPATE::-.: REMBANG 

N O MOR 3 TAHUN 2001 

TENTANG 

KEDUDUKA.i.'l\l' KEUA.l"l"GAN KETUA, \VAKIL KETUA 
DA:.'-J A .. NGGOTA DEWAN PER\VAKIL.l\_N RAh..'YAT DAERA.....--i 

K..\..BUPATEN REMBAN'G 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

-BUPATI REMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatnya peran d2.n 
fungsi DPRD dalam pelaksanaan tugas. 
kewenangan dan t anggung jawab melaksanakan 
legislasi, pengawasan dan anggaran maka perlu 
didukung dengan biaya yang memadai; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perawran 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 'mu;usnya 
Pasal 1 7 menyatakan bahwa anggaran belanja 
DPRD dan SekretariaL DPRD merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 temang 
Pembentukan Daerah-daerai1 Kabupaten dal2.m 



-
Lingkung:an Propinsi Jawa Tengah; 

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang
undang Nomor43 Talmn 1999 ten tang Peru bah an 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 te:1tang 
Potok-pokok Kepegc:rn·aian (Lembaran Negara 
Rcpublik Jndonesi2 169 T?.hun 1999. T2.mbahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerin tahan Dae rah (Lembara n Negara 
Republik Indonesia 169 Tahun 1999, Tambaha·n 
Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat. dan Daerah (Lembc:;.ra n Negara Repubiik 
Indonesia Tarmn 1999 Norr.or 72. Tambahan 
Lembaran Neiara Nomor 3348); 

5. Pera;,uran P emerintah ?'-)ornor 5 Tahun 1975 
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 N omor 5); 

6. Perat uran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah, Pela1:sanaan 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan / :1ggaran Pendapatan dan Bela.nja 
Daerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 6): 

.. 

.. 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ... 
4~ Ta hun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundanp;~undangan dan Bentuk 
Rancangan C:ndan g -und ang. Rancangan 
Pera;:ura1; Pemerinta!-: dan Rancangan 
Keputusan Presiden: 

8. Keputusan Menter; Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 1999 1:-entang Pedo!n an Fenyu.sunan 
Peraturan Tata Tert ib D? RD. 



.. 

GS 

Dengan Persetujuan 

DEWAN ?ERWAKILAN RAKYAT DAER:\H K.-'\.BUPATEN REMBANG 

:vIEl\'IUTUSK.-\X 

PERATURAN DAER..;.H K.A .. BUPATEN REMBANG 
TENT.A.NG !<:EDUDt;-Y:: ... -\N IZEUANGAN KETUA. 
WAKI L KETUA D.~:\1 ANGGOTA DEWAN 
PERW.ll,KIL.u..N RAK Y.-\T DAER . .1.H K ABU PATEN 
RElVmANG. 

BAB I 

EETEi\'lT.c\J'\J L\ 1 l_':\T 

Pasal l. 
ua'.2.. :11 Perat.ura:i Daer2.h ini yang dimaksud dengan : 

c,. :)ae:·a!: adaiah Kabupaten Re:nbang: 
,.,. ?e!~,erimai1 Dacrnh adaiah Peme.-im,ah K,:1l)upaten Re'.,1ban~: 

2c.ipati 8dai2-h Bup2,t i Rembang; 
r : !)c'.\· :...~n ?er\:.:aki18.n R .. akyat D~el·ah c .. ci8}a1: S2dan Lc ~(s!:~tt.if Daer2h 

:::-ca b \.,par,en Rembang: 
e Fimpina,1 DPRD adalah Ketua dan Wakii-\vakil Ket~a: 

g 

_~_nggo·c.r:. DPRD adaiah mereki yang diresmikan k~anggotaannya 
se i)::,.gai anggota DPRD da!: t.e ln.h n,en.gucapkar.. s:.nnpah/janj i 
:)E:'.·d2 .. s3rkan keLentu2,n Perawran Pen.:.ndar:g-undr,:·,gan: 

Sekretaria:: DPRD adaial: ?ern::gkat DPRD yang :nf·:1,bantu DPRD 
dal8.m menyeienggara~:an tugas clan kewenangann~·2.: 

h . Uang Representasi adaiah uang yang diberikan kei:,ada Pimpina !·1 
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
?irr,pinan dan Anggota DPRD; 
U2,ng paket adalah uang yang diberikan kepada .?impinan dan 
.-\nggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang 
terdiri dari uang transport local dan uang makan: 

j Tunjangan Jabatan adalah uang yang dibe:~kari kepada Pimpinan 
DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua 
DPRD; 

. . 
k. Tunjangan Korn.is: adalah tunjangan yang diber-ikan kepada anggoi:a 

DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil 
Ke tua. Sckretaris dan Anggota Komisi; 



t Tunja:i~an Pani,.ia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota 
D?RQ se!rnbu1,gan cier.gan kcdudukan:1ya sebagai Ketua. Wakil 
K e ; u:: .. Sekret.aris. dan Anggota Paniti?.: 

m. 312.~· 2. ?enunjang Kegiat.an adalah biaya yang disediakan unwk 
m t :-,unja!1g pelaks2.na::i :1 tugas dan w~wenang DPRD: 

c. :--~,:i j:::. :-:p,.,, :;:-:i~-...: su s adalah tunjangai, yang diberikan kep a da 
?::·::p::--::c:" cla;: .~.!~ggo:.?. D?RD umu!-: pem bayaran pajak pengliasil,rn 
'."" :·: ~, la::,r:yc s::.--suai dengan ket.cntuan ~-ang bcla!-:.:u: 

0 -:-"'.~:·:_i,•,::;2,:· . .P::::·~;aikan Pe::ghasiian adalah tunjang:2..1: yang dibe:·il:an 
:-:e;~c.-:i.:: ?i:i:p:::2.n cian Anr;got. a D?RD unt.uk me namb a h 
pe:~g:·is.s ii2.n . 

BA.B II 

Bagian Kesatu 

Pcnghasilan Tctap 

Pasal 2 

Pe:1ghasila!: Tetap Pimpinan dan Anggot~ DPRD terdiri dari: 

a. Ua.ng Representasi: 
b . Uang Paket; 

c. Tunjangan Jabatan; 

d . Tunjangar. Komisi; 

e. Tur!jangan Khusus; 

Tunjangan Perbai..~an. r 
1. 

Pasal 3 
( 1 ) Pi:npinan dan .tmggota DPRD menerima uang RE!presentasi: 

(2} Besar Uang Representasi adalab: 

a . Ketua = 60 % dari Ga.ii P::ikok Bupati (Gaji Pokok Bupati Rp. 
2.100.000.-) = Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam_ puluh 
ribu rupiah i . 

b Wakil Ketua = 90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD = Rp. 
l.134..000,· <Satu juta seratus tiga puluh em pat ribu rupiah). 

c Anggota = 80 "l< dari Uang Representasi Ketua DPRD = Rp. 
1.008.000.- <Satu juta delapa...'11ibu rupiah) . · 

r 

.. 
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(3l Se!ain uang Representasi. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
dibcrikar. tunjangan keluarga dan tunjangan beras. 

( 4 l Besarnya wnjanga1\ kelurga dimaksud ayat ( 3 l adalai1 sama dengan 
~eLentuan yang herlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. -· 

Pasal4 

/ 1 l !-'\mpi.-:2,:: ctan .-\nggota DPRD diberikan Uang Paket: 

(2 l Bes2,rny2. uang paket sebagaimana dimaksuci pad a ayat ( 1 l adalah 
25 S·c da.ri uang Representasi yaitu : 

• a. Ketua sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima be!as ribu rupiah)/ 
bln!o,·g. 

b. Waki! Ketua sebesar Rp. 283.500,- (Dua i:atus delapan puluh tiga 
ribu :ima ratus rupiah)/b!n/org. 

c _:)._ n ggo.:a sebesar Rp. 252.000,- (Du;:i. ratus lima puiuh dua ribu 
:wJi2.:111b!r1iorg. 

Pasal5 
! l i ? i1,1pi:~a!, DP?.,D c:iiberikan tunjangan jabatan. 

( 2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat:, (l) 

&dalah 50 o/c d8.ri uang Rep~esent2.si : 

a. Ketua sebesar Rp. 630.000,- (F.:nam ratus tiga pulu:~ ribu rnpiah )/ 
i)lr~ o:·g. 

::i . \\·a:-:!: ~ e:ua sebesar Rp. 56'i.000.- (Lima ratus enam puluh ::.ujuh 
:·ii)u :··.:piar,j/blnJorg. 

Pasal 6 
· : : 32.;' _:_:·.gg0:2. ::::>PRD d2.!arn ~:edudukar;nya sebag2.' Ketu2.. \\'as:i! 

:ze"u2.. S ekre.: aris dan an~gota Kom isi diberikar:. Tunjangan 

• :2 1 3es2,·:-::.::: Tunjangan Komisi sebagaimana dimak:;ud s.vat ( 1) se\)ogai 
:)c;·; ~:t.: : . 

2 . :~e, ...:::o. 20 ("c dari LUl1Jdngan jabatan Ke tua DPR7) : 20 ·:c :,: Rp 
1330 r,;.') · = ~P- i26.000 .- iS erar.us dua puluh e'."!2,r:1 ribu : .. ,.:)iah) : 

:j \':2.~:;; ::-i::.cLua 15 % dar i t\.l njangan jabatan Ke t.u::i DPRD : 

: .') r--, :, qn 630 000.- = Rp. 94 .500.- (Scmb iiar, !)Uluh empa~ ribu 
::: : .. , :·:< .:s :·:.,9iah J, i) li1.1c:·g 
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c . 3etrcta1is 15 CJ,- dari tunjangan jabatan Ketua DPRD : 

J 5 ,_:,, x Rp. 630.000.- = Rp. 94.000,· {Sembiian puiuh empat ril:>u 
Lma ratus rupiah)/bln/org/. 

d. Anggota 10 "le, d ari tunjangan jabatan Kei:.ua DPRD : 

10 'le x Rp. 630.000.· = Rp. 63.0G0.· CEnam puluh tiga ribu rupiah)/ 
blrLtorg. 

Pasali 

<11 Pimpinan dan Anggo ?. DPRD dibcrikan tunjangan Khusus. 

(2 ) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana d imaksud ayat (1) 

adalah: 

c . PPH. P s. 21 yang disetor ke Kas Negara be1upa : 

1 i Uang Patet. 

2J Tunjangan Jabatan . 

3 J Tunjangan K.omisi. 

~ J Tunjangan Kepanitiaan. 

b. Tunjangan Rumah Tangga bagi : 

l) Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu ru
piah )/bln/org. 

2) V,'a.kil Ketua. sebesa:- Rp. 1.000.000,· (Satu juta rupiah)/blnforg. 

31 P...nggota sebesa:- ~P- 350.000,- (Tiga rarns lima puluh ribu ru· 
piah)/b!n.!org. 

, :~ Bagi Pir:1pma..'1 D?RD diberikan ba.muan biaya pemeliharaa.n 
!ist.rit . :elepon. air dan gas yang besarnya sesuai dengan 
~:cm ?.mpuan daernh. 

!4 \ !\·I asing-masir.~ Fraksi DPRD dibe1ik2.n bantuan a5istensi Rp. 

.. 

l .000.00ci.- iSa;:.; j uta rnpiah)/bulan. .. 

, .=s : Ba~ Pe:,c ampi1;g- Koinisi-tomisi DPR.D dibe1ikan t unjangan 
::ang be:sar:1:,a s:.:suai deng;rn ketentw, n yang beriaku. 

, G 3agi ?impi:1an dan A1~ggot2: DPRD yang d\ganti Pu1Lar \\'aktu 
c.ia:·, h.::·:,a Tc1~2s. c.ibc:-ik?..n Tunjangan Purna Tugas yang 
bf•?'S?.n,:: ?. ciiscs:..: a:~:an dcn~an kemar.;;1~??.!1 keuangan d&.erah. 

- Bagi P;?~;pina:·: dan AnggOLrt DPRiJ diberikan T H R pad& 
'i•:!. ' RP ~~ a n ra::2. id1.1i Fitri yang besa:-nya ctisesu_a:kan dengar, 



:e , Bagi Tim Pembantu Pendarnping Komisi dan Kepanitiaan 
DPRD diberikan biaya penunjang operasional yangbesarnya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daeral1. 

Pasal 8 

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan 
pcngilas; ian yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi 
Peg2,1.r2 l Negeri Sipil. 

Pasal 9 

I 1 l .A...r:ggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua. Wakil Ketua. 
Seb"etaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan Kepanitiaar.. 

12 ) Besarnya tunjangan Kepanitiaan sebagaimana dir.1aksud ayat I l ) 
seba.gai berikut: 

2. Ketua. 15 % dari tunjar:gan jabatan Ketua DPRD; 15 <Jr x Rp. 
630.000,- = Rp. 94.500,- (Sembilan puiul1 empat ribu lima ratus 
:--t..1piah)/blnlorg. 

r) \Vakil Ket ua 10 %-dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; 10 9c x 
R;). 630.000,- = Rp. 63 .000,- (Enam puluh tiga rjbu rupiah)/bln! 
org. 

c . Sekretaris 10 % dari tunjanganjabatar1 Ket-ua DPRD; 10 % x Rp. 
630.000,- = Rp. 63.000,- (Enam puluh tiga ribu n ;piah )/binJorg. 

d . ;,_:-,ggota 5 S-c dari tunjangan jab_acan Ketua D?RD: 5 c«- x Rp 
530.000,- = Rp. 31 .500,- (tiga puluh sa tu ribu iim?.. rarus rupiah i, 
:):,1org. 

Bagian Ketiga 

Tunjangan Kesejalneraan 

Pasal 10 

?-:: ::~;at,cia:~ ?-:ng(ib2.~an :vang besa,·n:;a sarn2. den:-2.n Paket Klas I 
!) ~~ 2,:·:-:~·a pn:"~::: Rp 20.000.· <'.:ig-a pu}uh ribu rupi;:i.i: i:'bln,org . 

:= ' '.:-:·.:: .-;ena~:a :-. dala::, _.c.,surc.nsi Kesel~8.L?..n H arl TL: ?.. Ku1,1pulan. 
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Pasal 11 
Apabila ?impinan atau Anggota DPRD meninggal dunia . kepada ahli 
waris dibe rikan : 

a. Dang ci 1.J.ka wafat sebesar 3 (tiga) k2Ji u ang Representasi at.au apabila 
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka 
tewas sebesar 6 renaml kali uang Representasi. 

b . Bantuan biaya p e ngangkutan jenazah apabila meningga: daiam 
me!aksanakan tugas bes8.rnya disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

Pasal 12 
(li Ketua DPRD diseC.iakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya 

d an l (satu) unit kendaraan dinas. 

( 2) W2ki!-wakil Ketua. DPRD di::;ediakan masing-masing l (satu) unit 
kendaraan dinas. 

(3) Biaya pemeli!1araan rumah jabatan beserta perl€ngkapannya. dan 
k endaraan dinas sebagaimana d imaksud ayat (1 ) dan ayat, ( 2 ) 

di be bank.an pada AP ED. 

( 4 ) Apabila Pimpinan DPRD ·be::-henti ·a tau berak.hir masa bhaktinya, 
rumah jabatan beserta per lengkapan dan kendaraan d inas 
diserahka n kemb ali dalam keadaar. baik k e pada Pemerintah 
Daer2.h. 

Pasal 13 
Pimplnan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sebagai 

... 

beri~:u t • ' .. 

a. ?akaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dual kali sernhun. 

l, ?akaian Sipil Resmi <PSR) sebanyak 1 rsatuJ kali setahun. 

c. ? akaian Sipii Lengkap (PSLJ sebanyak l <saw l kali selama 5: limal 
t.ahurL 

3agian Keempat 

Uiaya Kcgiatan D PRD 

Pasal 14 
( i : U ntl.:k ~:eiancara n pelaksana.an tugas DPRD pa d a be:anja 

S ekretariat DPRD disediakan • 



a. Belanjo Pcga\vaL 

b. Beianja Barang; 

c. Biaya Perjalanan Dinas: 

d . Biaya ? em <:: liharaan: 

e. Biaya Penunjang Kegiatan. 

<2l Y2.ng dimatsuc: d en g:2.n b \8:-,;a per.\a lanan dinas p8da ayat <l ) sub c 
ad 2.iah bi2./a p<:: rj2-l2n a;~ c:i:1:,.~ ? 1i~1p in an d ,ui _--l, nggor.a DPRD se r ta 
Sei-::retariat. DPRD . 

.,. a . Bagi Pimpinan d a n Anggot.a DP R D ri iberikan bant uan 

.. 

t ransportasi sebesar : 

Ketu a Rp . 250.C00,- ( d L:a :·atus li m a pulur! ribu rupia h l 
/blru'org. 

Waki! Kewa Rp. 200.000.- !dua ratus ribu rupiah)/blnforg. 

Anggor,a Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupia h )/ 
bln/org. 

Sekreta!·is DPRD Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah )/b lniorg. 

b. Bagi _pimpinan dan An ggota DPRD apabiia melaksan akan 
perjalanan dinas ke ib u kota Propinsi dan atau Kabupat en ser ta 
Propinsi lain diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 
sebesar: 

Pimpinan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)toln/Or','. 

Anggota Rp. 40.000.- (ernpat. puluh ribu rupi2.:1 )/blntorg. 

? enginapa n Rp . 75.000. · (tujuh puluh lirr..: ribu rupiah ) 
{uln/org. 

c. B a gi Pimpinan dan Anggo t a DPRD yan g r ,elaksanakan 
p erjalanar~ din as didala.m daeral1 Kabupaten R <:mbang diluar 
Kecamatan R embar1g diber.kan biaya perjalanar; dinas setinggi
tingginya Rp. 15.000,- (iima belas ribu rupiah)/hr org. 

d. Biaya p erjalanan dinas sekretariat DPRD disesuikan dengan 
ket ent,uan bagi Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Besarnya biaya penunjang kegiatan pada ayat (1) su::, c disesuaikan 
dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah per tahun yang dikelola 
oleh Pimpinan DPRD. 



~r: 
' ,) 

UAl1 Ill 

PENGELO L.-\J\N KE UA!'-'G.-\?'\ 

Pasa! 15 

Berdasar~:an ;Jedo:n2.n yang aiawr d:-::.12.m P~ratur an Daer2.h irii. 

?impinan DPRD clan Sekretaris DPRD menyusun Ra.ncangan Angg8.:-an 
Beia11ja DP RD. 

Pasal lG 
<11 ?ec2turan Da~rah yang mengat ur penyedjaan anggaran untuk 

kei/iatan D?RD diluar yang ditetaplrnn dalam Peraturan·Daer2h ini 
dapat dibata!}~an. 

1·2) ?emba L2.ian scbagaimar.2. dirnal~sud ;iada ayat (1) ?as2,! i;1i 
di!ai.i:ukan o!eh Gt.:.bernur Jawa Tengal1. 

Pasal li 

_.:1. r! ggarnn Bc!anja DPRD dan Se:~ac~anat DPRD fr,e!'upakan r)&.g:c.!-: 
y8Dg t.id~,~ t~rpisankan dRri Angg::...ran Pen.dapatsn dan Beianja =.i a -2: :·a:: . 

BAB rv 
KETENTUAJ"1' LA.IN -LA IN 

Pasal 18 

Segala r:kibat. keuangan yang ditetapk::i.n daiam peraturan Dae:·s.:-: ini 
rnenjadi beba.n An ggaran Pe7ctapatan dan Belanja Daerah K abt:pc.:-en 
Rem bang. ~-

SAB V 

KETENTUAJ\1 PENUTUP 

Pasal 19 

Dengan berlakunya Peratuian Daerah ini, maka Peraturan Dae:·ah 
K abupaten R embang Nomor 2 Tahun 2000 ten.tang K educiu~an 
Keuangan ket;.ia. Vilakil Ketua dan A.'1ggota DPRD Ka bu paten Re;.:bar1g 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal20 
Perar.uran D aerah ini mulai bcrlaku sejak bulan Ja.nua:ri 2001. 



.. 

7G 

Agar supc:>'3 set iap orang clap at mengctahuinya. memcrintahkan 
pcngundanf:!annya Pcraturan Dacrah ini dengan pcnempatannya clalam 
Lembaran D3erah Kabupaten Rembang. 

Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 2 Pebruari 2001 

SEKRET.A..RIS DAERAH 

KABUPATEN REMBANG 

H. ~OER·\;'-1TO. SH 
PEMBI:\A UTAt-.f .A. :-.1UDA 

XI?. 500.040.99 i 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 31 Januari 2001 

BUPATI R.EMBANG 

H E?'-'D.-\RSO?\O 

LEMEAR.-\>" D.-\ERAH KABUPATEN RE:'-1BANG TAHU!\' 2001 
. ·oMOR 3 


